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                               PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

    INSPEKTORAT

                     Jl. KH. Samanhudi No. Karanganyar Telp. ( 0271 ) 495176, Faks (0271) 494426

            Website  inspektorat.karanganyarkab go.id  E-mail:inspektorat_kra@yahoo.co.id. Kode Pos 57712

                                                                        

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR  : 700  /      TAHUN 2017  

                                                                        TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENANGANAN  

KASUS  PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PADA INSPEKTORAT  KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

              Menimbang  :  a. 
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketertiban pelaksanaan kasus sebagai tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penanganan  Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
b. 
bahwa  untuk  maksud  tersebut  perlu  ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
	     Mengingat :   :
:  

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


	Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang  Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 1999   tentang   Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851)

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  41   Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  atas Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  8  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;    

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor 3 Tahun  2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Prizinaan Terpadu dan Satuan Pamong Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Peruabahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Prizinaan Terpadu dan Satuan Pamong Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 65);

Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   95   Tahun   2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 95);

Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor 125  Tahun   2016  tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 125);




MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KESATU
: 
Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 
KEDUA
:
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengendali Mutu mempunyai tugas:

a. Menerima dan mengevaluasi rencana kegiatan pemeriksaan dari Sub Bagian Perencanaan ;

b. Mengkomunikasikan penugasan yang diterima dengan Tim Pemeriksa;
c. Memberikan pengarahan survey pendahuluan kepada  Tim Pemeriksa;
d. Melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan tugas pemeriksa ;
e. Melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;

f. Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pemeriksaan;
g. Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;
h. Mengevaluasi kinerja Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
2. Pengendali Teknis/ Supervisor/Penanggungjawab  mempunyai tugas:
a. Membantu Pengendali Mutu untuk dsn membicarakan penugasan pemeriksa ;
b. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap setiap tahapan dalam suatu tugas pemeriksaan yang meliputi supervisi/pengawasan;
1)  Perumusan/pemahaman tujan pemeriksaan;
2) Perumusan temuan awal (Potential Audit Objective/PAO) yang telah disusun berdasarkan pada pertimbangan dan pemahaman tujuan pemeriksaan maupun informasi lain yang relevan;
3)  Penyusunan/pemahaman Program Kerja Pemriksaan;
4)  Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

5)  Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan;

6)  Pelaksanaan Survey Pendahuluan;

7) Pelaksanaan Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen yang dibangun oleh obyek pemeriksaan;
8)  Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan/rinci;

9) Pengembangan temuan dan penyusunan Naskah HasilPemeriksaan;

10) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. 
3. Ketua Tim mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengkoordinasikan suatu penugasan Pemeriksaan/pemriksaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan ;

b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan yang meliputi Tujuan Pemeriksaan, Bidang Pengawasan, Obyek Pemeriksaan, Langkah-langkah Kerja dan Waktu Pemeriksan; 
c. Membagi tugas kepada setiap anggota dalam suatu penugasan pemeriksaan;
d. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota tim;
e. Melakukan reviu/telaah atas :
1) Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

2) Kertas Kerja Pemeriksaan;

3) Kecukupan, relevansi dan keandalan data yang diperoleh;

4) Kecukupan dan kecermatan pengujian;

5) Pembuatan simpulan, konsistensi data dan ikhtisar;

6) Perncapaian tujuan pemeriksaan;

7) Temuan pemeriksaan dan penyajian serta rekomendasi yang diberikan.
f. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan berdasarkan Lembar Temuan Pemeriksaan yang dibuat oleh anggota tim;
g. Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu untuk dikoreksi secara berjenjang  ;
h. Menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu serta sesuai dengan bentuk dan sistematika yang berlaku;
i. Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim;

                               4. Anggota Tim brtugas untuk :;

a. Mempelajari dan memahami Program Kerja Pemeriksaan;

b. Menerima penugasan dari Ketua Tim;

c. Melaksanakan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pemeriksaan;

d. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan;

e. Membuat simpulan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Membantu menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemriksaan;
KETIGA
:
Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT
: 
Biaya   yang  timbul  dengan  ditetapkannya  Keputusan  ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017.

KELIMA
:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  


            Ditetapkan di Karanganyar


            pada tanggal       

                                                                                   INSPEKTUR

               KABUPATEN KARANGANYAR
               SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

                Drs. SUCAHYO, M.M 
                Pembina Utama Muda 

                NIP. 196201061089031010   
Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;

2. Kepala Badan Keuangan Daerah  

Kabupaten Karanganyar;

3. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Karanganyar;

              PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

    INSPEKTORAT

                     Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. ( 0271 ) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712


KEPUTUSAN INSPEKTUR  

 KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR  : 700  /      TAHUN 2017  

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS   
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017
INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan  Pemeriksaan Khusus  pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa  untuk  maksud  tersebut  perlu  ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
.

Mengingat
:  1.  Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang  Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.  Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 1999   tentang   Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);   

3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  atas Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;    

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

12. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 14);

14.  Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   88   Tahun   2009  tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46  Tahun 2011 tentang Standar Biaya  Tahun Anggaran 2012 ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 46);

16.  Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   54  Tahun   2011 tentang  Penjabaran Anggaran  dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun 2012 Nomor 54);








MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KESATU
: 
Membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan Khusus pada  Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 
KEDUA
:
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Khusus pada  Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1.Pengendali Mutu mempunyai tugas:

a. Menerima dan mengevaluasi rencana kegiatan pemeriksaan khusus dari Kepala Sub Bagian Perencanaan;

b. Mengkomunikasikan penugasan yang diterima dengan Tim Pemeriksa;

c. Memberikan pengarahan survei pendahuluan kepada Tim Pemeriksa;

d. Melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus;

e.   Melakukan reviu/telaah atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;

f.  Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pemeriksaan ;

g.  Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;

  h.  Mengevaluasi kinerja Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
2. Koordinator Tim bertugas untuk membantu melaksanakan tugas pengendali mutu dalam hal mengevaluasi rencana kegiatan pemeriksaan khusus, mengkomunikasikan penugasan kepada Tim Pemeriksa, pemberian arahan survey pendahuluan, reviu/telaah atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, serta supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pemeriksaan.
3. Pengendali Teknis/ Supervisor/Penanggungjawab  mempunyai tugas:

a. Membantu Pengendali Mutu untuk mempelajari dan membicarakan penugasan pemeriksaan;
                                   b.Melakukan supervisi/pengawasan terhadap setiap tahapan dalam suatu tugas pemeriksaan yang meliputi supervisi/pengawasan atas:

1) Perumusan/pemahaman tujuan pemeriksaan;

2)Perumusan temuan awal (Potential Audit Objective/PAO) yang telah disusun berdasarkan pada pertimbangan dan pemahaman tujuan pemeriksaan maupun informasi lain yang relevan;

  3) Penyusunan/Pemahaman Program Kerja Pemeriksaan;

                                         4) Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

                                         5) Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan;

 6) Pelaksanaan Survei Pendahuluan;

                                         7) Pelaksanaan Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen yang dibangun oleh obyek pemeriksaan;

                                        8) Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan/rinci;

                                        9) Pengembangan        temuan   dan penyusunan Naskah Hasil  Pemeriksaan;

10) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

c.Melakukan supervisi/pengawasan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;

d.Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.

4. Ketua Tim mempunyai tugas:

a.Memimpin dan mengkoordinasikan suatu penugasan Pemeriksaan/pemeriksaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan;
b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan yang meliputi Tujuan Pemeriksaan, Bidang Pengawasan, Obyek Pemeriksaan, Langkah-langkah Kerja, dan Waktu Pemeriksaan;
c. Membagi tugas kepada setiap anggota tim dalam suatu penugasan Pemeriksaan;

d. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota tim;

e. Melakukan reviu/telaah atas: 

1)Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

2) Kertas Kerja Pemeriksaan;

3)Kecukupan, relevansi dan keandalan data yang diperoleh;

                                        4)Kecukupan dan kecermatan pengujian;

                                        5)Pembuatan simpulan, konsistensi data dan ikhtisar;

6) Pencapaian tujuan pemeriksaan;

7)Temuan pemeriksaan dan penyajiannya serta rekomendasi yang diberikan.

f. Menyusun   Naskah    Hasil   Pemeriksaan    berdasarkan   Lembar     Temuan Pemeriksaan yang dibuat oleh anggota tim;
g. Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan   kepada Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu untuk dikoreksi secara berjenjang;
h. Menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu serta sesuai dengan bentuk dan sistematika yang berlaku; 

i. Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim.

5. Anggota Tim bertugas untuk:

a. Mempelajari dan memahami Program Kerja Pemeriksaan;

b. Menerima penugasan dari Ketua Tim;

c. Melaksanakan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pemeriksaan;

d. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan;

e. Membuat simpulan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Membantu menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.

KETIGA
:
Tim     Pelaksana  Pemeriksaan Khusus pada    Inspektorat     Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT
: 
Biaya   yang  timbul  dengan  ditetapkannya  Keputusan  ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012.

KELIMA
:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  



Ditetapkan di Karanganyar



pada tanggal       





           INSPEKTUR

               KABUPATEN KARANGANYAR
               SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

                Drs. SUCAHYO, M.M 
                Pembina Utama Muda 

                NIP. 196201061089031010   
Tembusan :

1.Bupati;
2.Wakil Bupati;
3.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/            TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN   PENANGANAN  KASUS  PENGADUAN DI     LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN 

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR 

SUSUNAN  TIM KEGIATAN PENANGANAN  KASUS  PENGADUAN DI     LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

	NO
	NAMA
	
JABATAN DALAM DINAS

	JABATAN DALAM TIM

	1
	2
	3
	4

	1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

23.

24.

25.

26.

27.


	Drs SUCAHYO, M.M.

AGUNG WAHYU UTOMO, S.S.T.P.

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos. M.Si.

Drs. SURIPTO, MSi

SITI ISWARI HIDAYATI, S.E.,M.M.

Dra DYAH MUSTIKAWATI, M.M.

DWI  AMPERAWATI,  S.IP.

RETNO RINAWATI, S.H., M.M.

Ir. SUHUD, M.M.

SUNARDI S.Sos

HENI KUSTYAWATI  S.H., M.M.

HARTUTI, S.E.

BUDI RAHARJO S.Sos

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

SUTRISNO S.A., S.Sos.M.M.

ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E.

ENI SETYANINGSIH S.Sos

KRISTANTO HARI P. S.E., Ak., M.Si

TRI WULAN AJI, SSos. M.M.

ENDANG SRI SUHARTI S.E.

RAHDRIYAWATI. S.IP.

NGATIMIN, S.E.

KATIYO, S.Sos.

ANDI MURTOPO, S.Sos.

BASRI SETYOWATI, S.Sos.

MULYATI. S.E. Acc


	Inspektur

Inspektur Pembantu  Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Inspektur Pembantu Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekretaris

P2UPD Madya

P2UPD Madya

Auditot Madya

P2UPD  Madya

P2UPD  Madya

P2UPD Madya

P2UPD Muda

P2UPD Madya

P2UPD Madya

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Kepegawaian Madya

Auditor  Muda

Auditor Kepegawaian Muda

P2UPD Muda 

P2UPD Muda

P2UPD Muda 

P2UPD Muda 

Pelaksana pada SuB Bag Administrasi dan Umum


	Pengendali  Mutu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

PengendaliTeknis.

Pengendali Teknis

Pengendali Teknis

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota




	NO
	NAMA
	
JABATAN DALAM DINAS

	JABATAN DALAM TIM

	1
	2
	3
	4

	28. 

29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

43.
44

45
	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.

RIYASI S.Sos. M.M.

Dra. SUNARMI, M.M.

SRI DANARTO L. S.T., M.M.

MUHAMAT YUSUP, S.E. M.Si.

INNAHA  RAHMAWATI, S.E., M.Si.

CICUK DWI HANDOKO , S.E.

AGUS HARMANTO, S.E., M.Si.

WAHYUNINGSIH, S.H.

SHINTA KUSUMA DEWI, S.H. 

PRIYANTO HARTO N. S.E.

AGUNG BUDIYARTO, S.H. 

TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.

ARRTIKA RAHMASARI, S.E., M.M.

SUPRAYITNO, S.T. 

WAHYU WIBOWO S.S.T.P. 

DANANG IFTIAN P, AMd

FAUZI HENDRO PURNOMO, AMd
	P2UPD Muda

Ka.Sub Bag Umum dan Keuangan 

Ka Sub Bag Perencanaan

Ka Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan

Auditor 

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor Kepegawaian Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag Administrasi Umum 

Auditor Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan 


Pelaksana pada Sub Bag Perencanaan

Pelaksana pada Sub Bag Administrasi Umum

Auditor Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag.Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksana pada Sub Bag Umum dan Keuangan.

Pelaksana pada Sub bag Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota

Anggota

Anggota.

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota.

Anggota.

Anggota 

Anggota.

Anggota 

Anggota

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 
Anggota

Anggota


INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUCAHYO, M.M 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196201061089031010  

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 700/            TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS  PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR                                                                           
SUSUNAN  TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMRIKSAAN KHUSUS  PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

	NO
	NAMA
	
JABATAN DALAM DINAS

	JABATAN DALAM TIM

	1
	2
	3
	4

	1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 

23.

24.

25.

26.

27.


	Drs SUCAHYO, M.M.

AGUNG WAHYU UTOMO, S.S.T.P.

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos. M.Si.

Drs. SURIPTO, MSi

SITI ISWARI HIDAYATI, S.E.,M.M.

Dra DYAH MUSTIKAWATI, M.M.

DWI  AMPERAWATI,  S.IP.

RETNO RINAWATI, S.H., M.M.

Ir. SUHUD, M.M.

SUNARDI S.Sos

HENI KUSTYAWATI  S.H., M.M.

HARTUTI, S.E.

BUDI RAHARJO S.Sos

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

SUTRISNO S.A., S.Sos.M.M.

ENDANG SRI SUSILANINGSIH, S.E.

ENI SETYANINGSIH S.Sos

KRISTANTO HARI P. S.E., Ak., M.Si

TRI WULAN AJI, SSos. M.M.

ENDANG SRI SUHARTI S.E.

RAHDRIYAWATI. S.IP.

NGATIMIN, S.E.

KATIYO, S.Sos.

ANDI MURTOPO, S.Sos.

BASRI SETYOWATI, S.Sos.

MULYATI. S.E. Acc


	Inspektur

Inspektur Pembantu  Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur

Inspektur Pembantu Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Inspektur Pembantu Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 

Sekretaris

P2UPD Madya

P2UPD Madya

Auditot Madya

P2UPD  Madya

P2UPD  Madya

P2UPD Madya

P2UPD Muda

P2UPD Madya

P2UPD Madya

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Muda

Auditor Kepegawaian Madya

Auditor  Muda

Auditor Kepegawaian Muda

P2UPD Muda 

P2UPD Muda

P2UPD Muda 

P2UPD Muda 

Pelaksana pada SuB Bag Administrasi dan Umum


	Pengendali  Mutu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

Penanggung Jawab Pembantu

PengendaliTeknis.

Pengendali Teknis

Pengendali Teknis

Pengendali Teknis

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Ketua Tim

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota




	NO
	NAMA
	
JABATAN DALAM DINAS

	JABATAN DALAM TIM

	1
	2
	3
	4

	28. 

29.

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

43.
44

45
	AHMAD CHOIRUDIN, S.H.

RIYASI S.Sos. M.M.

Dra. SUNARMI, M.M.

SRI DANARTO L. S.T., M.M.

MUHAMAT YUSUP, S.E. M.Si.

INNAHA  RAHMAWATI, S.E., M.Si.

CICUK DWI HANDOKO , S.E.

AGUS HARMANTO, S.E., M.Si.

WAHYUNINGSIH, S.H.

SHINTA KUSUMA DEWI, S.H. 

PRIYANTO HARTO N. S.E.

AGUNG BUDIYARTO, S.H. 

TRI NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.

ARRTIKA RAHMASARI, S.E., M.M.

SUPRAYITNO, S.T. 

WAHYU WIBOWO S.S.T.P. 

DANANG IFTIAN P, AMd

FAUZI HENDRO PURNOMO, AMd
	P2UPD Muda

Ka.Sub Bag Umum dan Keuangan 

Ka Sub Bag Perencanaan

Ka Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan

Auditor 

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor Kepegawaian Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag Administrasi Umum 

Auditor Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan 


Pelaksana pada Sub Bag Perencanaan

Pelaksana pada Sub Bag Administrasi Umum

Auditor Pertama 

Pelaksana pada Sub Bag.Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksana pada Sub Bag Umum dan Keuangan.

Pelaksana pada Sub bag Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota

Anggota

Anggota.

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota.

Anggota.

Anggota 

Anggota.

Anggota 

Anggota

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 
Anggota

Anggota


INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. SUCAHYO, M.M 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196201061089031010  

              PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

    INSPEKTORAT

                     Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. ( 0271 ) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712

                                                                       


KEPUTUSAN INSPEKTUR  

 KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR  : 700  /      TAHUN 2012   

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN KHUSUS 

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai tugas pokok Inspektorat Kabupaten Karanganyar dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Khusus   pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
b. bahwa  untuk  maksud  tersebut  perlu  ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.

.

Mengingat
:  1.  Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang  Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.  Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 1999   tentang   Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);   

3. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua  atas Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;    

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

12. . Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

13. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 11);
14.  Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   88   Tahun   2009  tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar;

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28  Tahun 2012 tentang Standar Biaya  Tahun Anggaran 2013 ( Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 28);
16.  Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   66   Tahun   2012 tentang  Penjabaran Anggaran  dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar  Tahun 2012 Nomor 66);






MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
KESATU
: 
Membentuk Tim Pelaksana Pemeriksaan Khusus pada   Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. 
KEDUA
:
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan Khusus pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1.Pengendali Mutu mempunyai tugas:

d. Menerima dan mengevaluasi rencana kegiatan pemeriksaan  khusus dari Kepala Sub Bagian Perencanaan;

e. Mengkomunikasikan penugasan yang diterima dengan Tim Pemeriksa;

f. Memberikan pengarahan survei pendahuluan kepada Tim Pemeriksa;

d. Melakukan supervisi/pengawasan atas pelaksanaan tugas pemeriksaan;

e.   Melakukan reviu/telaah atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;

f.  Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pemeriksaan;

g.  Menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan;

  h.  Mengevaluasi kinerja Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

5. Pengendali Teknis/ Supervisor/Penanggungjawab  mempunyai tugas:

a. Membantu Pengendali Mutu untuk mempelajari dan membicarakan penugasan pemeriksaan;

                                   b.Melakukan supervisi/pengawasan terhadap setiap tahapan dalam suatu tugas pemeriksaan yang meliputi supervisi/pengawasan atas:

	
	


1) Perumusan/pemahaman tujuan pemeriksaan;

2)Perumusan temuan awal (Potential Audit Objective/PAO) yang telah disusun berdasarkan pada pertimbangan dan pemahaman tujuan pemeriksaan maupun informasi lain yang relevan;

                                     3) Penyusunan/Pemahaman Program Kerja Pemeriksaan;

                                     4) Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

                                     5) Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan;

                                                 6) Pelaksanaan Survei Pendahuluan;

                                     7) Pelaksanaan Pengujian Sistem Pengendalian Manajemen yang dibangun oleh obyek pemeriksaan;

                                      8) Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan/rinci;

                                      9) Pengembangan        temuan   dan penyusunan Naskah Hasil  Pemeriksaan;

                                     10) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
                                              c.Melakukan supervisi/pengawasan atas Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan;

                                  d.Melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim.

6. Ketua Tim mempunyai tugas:

a.Memimpin dan mengkoordinasikan suatu penugasan Pemeriksaan/pemeriksaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan;

b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan yang meliputi Tujuan Pemeriksaan, Bidang Pengawasan, Obyek Pemeriksaan, Langkah-langkah Kerja, dan Waktu Pemeriksaan;

c. Membagi tugas kepada setiap anggota tim dalam suatu penugasan Pemeriksaan;

d. Melakukan supervisi/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggota tim;

e. Melakukan reviu/telaah atas: 

1)Pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan;

2) Kertas Kerja Pemeriksaan;

3)Kecukupan, relevansi dan keandalan data yang diperoleh;

                                        4)Kecukupan dan kecermatan pengujian;

                                        5)Pembuatan simpulan, konsistensi data dan ikhtisar;

7) Pencapaian tujuan pemeriksaan;

7)Temuan pemeriksaan dan penyajiannya serta rekomendasi yang diberikan.

f. Menyusun   Naskah    Hasil   Pemeriksaan    berdasarkan   Lembar     Temuan Pemeriksaan yang dibuat oleh anggota tim;

g. Menyusun dan mengajukan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan   kepada Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu untuk dikoreksi secara berjenjang;

h. Menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu serta sesuai dengan bentuk dan sistematika yang berlaku; 

i. Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim.

5. Anggota Tim bertugas untuk:

a. Mempelajari dan memahami Program Kerja Pemeriksaan;

b. Menerima penugasan dari Ketua Tim;

c. Melaksanakan pemeriksaan sesuai Program Kerja Pemeriksaan;

d. Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan;

e. Membuat simpulan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Membantu menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.

KETIGA
:
Tim     Pelaksana  Pemeriksaan khusus pada    Inspektorat     Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT
: 
Biaya   yang  timbul  dengan  ditetapkannya  Keputusan  ini  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013.

KELIMA
:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  



Ditetapkan di Karanganyar



pada tanggal       

INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

AGUS CIPTO WALUYO, SH, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19610822 198903 1 006    
Tembusan :

1.Bupati;

2.Wakil Bupati;

3.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 


 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

    INSPEKTORAT

                     Jl. KH. Samanhudi No. Telp/Fax. ( 0271 ) 495176, Karanganyar, Kode Pos 57712


KEPUTUSAN INSPEKTUR  

 KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR  : 700  /      TAHUN 2013  

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR  SELAKU  PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 700/21 /TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KHUSUS   PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013

INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang
:
a.
bahwa sehubungan  dengan mutasi  Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Nomor 700/21Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim  Pelaksana  Pemeriksaan Khusus   pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar perlu diubah; 
b. bahwa  untuk  maksud  tersebut  perlu  ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.

.

Mengingat
:  1.  Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang  Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang   Nomor   28  Tahun   1999   tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih dan Bebas   Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 53,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 4389);   

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  LTahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 8. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan di Daerah dan Anga Kreditnya;   

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

12.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  Nomor  3  Tahun  2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata  Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah  Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2012  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2013, ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28  Tahun 2012 tentang Standar Biaya  Tahun Anggaran 2013 ( Berita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 28);
16.  Peraturan   Bupati   Karanganyar   Nomor   66   Tahun   2012 tentang  Penjabaran Anggaran  dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganya Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor 66);

17. Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar Nomor 700/21/Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeriksaan Khusus Pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013






MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 700/21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KHUSUS  PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR  
Pasal I

                          Keputusan Inspektur Kabupaten Karanganyar  Nomor 700/21/Tahun 2012 tentang PembentukanTim Pelaksana Pemeriksaan Khusus Pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

                          Lampiran Nomor 1, 2 , 4, 21 dan 23 diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini 

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Karanganyar



pada tanggal       

INSPEKTUR

KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

SUPRAPTO, SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19630421 199003 1 009  
Tembusan :

 1. Bupati Karanganyar;

 2. Wakil Bupati Karanganyar;

3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
    Kabupaten Karanganyar.

